SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PPENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan
perkantoran dan demi terwujudnya trasparansi maka,
perlu diangkat operator Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi tentang penunjukan operator Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



2.

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S50
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6567) ;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan



10.

11.

12.
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Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan
Kementrian/Lembaga  (Berita ~ Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan
Kementrian/Lembaga  (Berita ~ Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1840);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2024  Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja
Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-

076.01.2.657811/2025.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENUNJUKAN
/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGADAAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025.

Menunjuk/Menetapkan yang tersebut dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD NOOR JIHAN
NIP : 19840101 200912 1 001
Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I (III/d)

sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan di Lingkungan  Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi tahun 2025;

Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

sebagaimana  dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengimputan atas seluruh kegiatan yang
terdapat pada rencana kerja anggaran kementrian
Lembaga satuan kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi di aplikasi sistem informasi rencana
pengadaan umum.

2. Melakukan penginputan barang yang akan dilakukan
secara swakelola maupun pengadaan.

3. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi terkait seluruh kegiatan sistem informasi

rencana pengadaan umuil.
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Masa tugas Operator Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan
Januari sampai dengan Desember 2025;

Segala kegiatan yang timbul akibat di terbitkanya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) DIPA Anggaran 076 Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,
ttd

BUDI RAHAYU

ini sesuai dengan aslinya
AT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala\S &@6 agian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
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